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PETANI, LAHAN KERING DAN UPAYA KONSERVASI1 
Dwi Sadono2 

Abstrak 

Pembangunan pertanian dan perdesaan se/ama ini cenderung bias 
ke /ahan sawah atau daerah hi/ir. O/eh kareIJ8. itu, daerah /ahan kering atau 
daerah hu/u re/atif tertingga/ jauh. Pertambahan penduduk, terbatasnya 
kesempatan kerya, kemudian masuknya komnditas perdagar.gan (hortikuftura) 
te/ah menyebabkan perambahan hutan dan intensifikasi /ahan di daerah hu/u 
yang berbukit dan rawan erosi. Ha/ ini akan mengancam ke/estarian 
usahatani dan sumberdaya lain baik di daerah hu/u maupun hi/ir. Pemerintah 
te/ah berupaya me/akukan konservC'silpenghijauan na:nun hasilnya be/um 
seperti yang diharapkan. Program konservasi dengan pendekatan proyek 
(waktu terbatas, tergesa-gcsa, management by objective) tidak mampu 
menumbuhkan kemandirianlkeswadayaan petani pemanfaat program untuk 
mencapai konservasi yang lestari. Untuk meningkatka,l kinerjanya perfu 
melibatkan partisipasi aiM kelompok tani pernanfaat mulai dJri tahap 
perencanaan, pengambilan ,~eputusan, p ~/aksanaan . dan monitoring, serta 
pemanfaatan hasil, dengan pendekatan komunikasi yang dia/0gis, partisipatif 
dan kesetaraan. 

Kata Kunci : lahan kering, upaya konservasi, parsipasi aktif masyarakat 

1. PENDAHULUAN 
Dalam GBHN ditegaskan bahwa pembangun2n daerah dlarahkan 

untuk memacu pemerataan pembangunan da,l hasil-hasilnya dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan rakyat. 'menggalakkan prakarsa dan peran 
serta aktif masyarakat serta pendayagunaan potensi dnerah secara optimal 
dan terpadu dalam mengisi otono'T1i daerah yang nfata, dinamis, serasi da;'! 
bertanggungjawab serta menlperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. 
Dalam upaya pemerataan pembangunan dl seluruh tanah air, pe.llbangunan 
kawasan dan daerah yang kurang berkembang, seperti KTI. daerah terpencil 
dan daerah perbatasan, perlu ditingkatkan seuagai upaya perwujudan 
Wawasan Nusantara. 

1 Perbaikan dari makalah yang disampaikan pada Seminar dengan lemc.> 'Inte<}rasi 
Pembangunan Wilayah Hulu dan Hilir" di UGM Yogyakarta, t9119 Februari 2002 dalam r.lr<.)ka 

Faculty Exchange Program-SEARCA. 
2 Stal Pengajar Jurusan Sosek Pertanian, Faperta IPS 
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I 
t Sasaran pembangunan desa pada Pembangunan Jangka Panjang I (PJP) II, khusus- nya pada Repelita VI ada 9 diantaranya yang ke en am 

3dalah makin mantapnya pola keterpaduan pembangunan di desa dan 
keterkaitan pengembangan desa dan kota. Untuk mencapai sasaran 
pembangunan daerah pada umumnya dan sasaran pembangunan desa 
pad a I;hususnya, dalam Repelita VI dikembangkan pembangunan desa yang 
meliputi lima hal, diantaranya yang ke lima adalah pemantapan keterpaduan 
pembangunan desa yang berwawaan lingkungan (Haeruman, 1997). Ini 
berarti bahwa pembangunan wilayah pad a hakekatnya merupakan 
pembangunan wilayah ~erkotaan dan perdesaan, wilayah hilir dan hulu yang 
terintegrasi dan saling rT)engisi. ,. 

2. LAHAN KERING 
Oalam kaitannya dengan pembangunan pertanian/perdesaan, 

berbagai program telah diintroduksikan oleh pemerintah dalam upaya untuk 
mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 
keluarga petani. Namun demikian, berbagai program tersebut terutama 
terlalu bias masyaral:at padi sawah atau daerah hilir (Amang, 1997). 
Program pembangunan lebih dikonsentrasikan di daerah hilir atau daerah 
sawah dalam rangka upaya mencapai swasembada beras. Oaerah hulu 
kurang mendapat pematian yang memadai. Akibatnya daerah hulu relatif 
jauh tertinggal dibandingkan daerah hilir (sawah). Oa '~rah hulu wilayahnya 
relatif terbelakang karena kurangnya dukungan pemerintah dalam 
pengembangan Infrastruktur. seperti jalan,irigasi, sarana komunikasi dan 
saran a lalnnya. Hal ini menyebabkan kesenjangan kesejahteraan an tara 
masyarakat dan keluarga petdni di daerah sawah atau hilir dengan mereka 
yang tinggal di daerah hulu atau daerah lahan kering. Sekalipun populasi dan 
tingkat kepadatan penduduk di daerall lahan keringlhulu cenderung lebih 
relldah bila dibandingkan dengan daerah persawahan, namun fakta 
mEnunjukkan bahwa kantung-kantung li.emiskinan cenderung dominan di 
caerah lahan keringlhulu . 

Lahan pertaniarl di Indonesia - sebenarnya adalah lahan yang 
dapat ditanami (arable land) - tercatat sekitar 60 juta hektar (30% dari total 
luas lahan) (A.'lfin. 1997). Lebih dari 87 persen dari totallahan pertanian itu 
atau Ieblh dari 52 juta hektar yang dapat ditanami di Indonesia adalah lahan 
kering . Lahan kering ini meliputi areal kebunlladang, dan huma, tanaman 
kerasJperkebunan, semak belukar dan pepohonan serta lahan yang belum 
dlmanfaatkan iltau la~an bera. Oi Pulau Jawa, pada umumnya lahan kering 
tertetak <11 ba<;jlan hulu daerah aliran sungai (OAS). Menurut Oirektorat 
Reboisasl dan Reh,::!~:!:!;:::;i (1982). wilayah hLdu OAS tersebut memiliki ciri-

" 

110 



· 'I, 

I 
I , 

ciri yang kurang mengunturgkan. Wilayah hulu DAS dicirikan oleh topografi 
yang berbukit-bukit, kepekaan kondisi sumberd flya alamnya kurang sek<.!i 
dan memiliki mctsalah pokok dalam mempertahankan kelestarian manfaat 
sumberdaya alam. 

Relatif miskinnya sumberdaya alam serta rendahnya pendapatan 
dan daya beli petani di daerah lahan kering. cencierung membelltuk perilfl~u 
mengeksploitasi lahan pertimian dan hutan secara tidak terkontrol dari 
masyarakat petani setempat. Hal ini dapat mengakibatkar, peni'lgkatan erosi. 
penurunan produktivitas lahan dan pendapatan keluarga petani 
berpendapatan rendah serta dapat menimbulkan berbagai masalah lainnya. 
Fenomena degradasi lingkJn~an ini pad a gilirannya akan senantiasa 
mengancam keberlanjutan pertanian lahan kering (Arifin. 1997) serta 
pembangunan di daerah hilir yang mengandalkan pada daya dukung air. 
Degradasi lingkungan ini sangat potensiai menjadi . sumber konflik antar 
daerah wilayah DAS dari hulu sampai hilir. Konftik dapat muncul bila setiap 
daerah yang dil<llui sungai di wilayah DAS tersebut mulai saling 
menyalahkan dan saling menuntut karen a kerusakan yang terjadi sepC1njang 
DAS-nya. Oleh karen a itu jelaslah bahwa pembangunan wilayah huilJ dan 
hilir perlu dilakukan secara terintegrasi dan t~rpadu. 

Pertanyaan mendasar dalam kaitannya de"gan pengelolaan suatu 
DAS adalah bagaimana mengelola DAS secara sustainable 
(berkesinambunganllestari) . Menurut Kuhnen (1992) dalam konsep 
sustainabilitas. suatu pembangunan di pedesaan harus dapat menjarnin 
kebu tuhan petani paltng Udak untlJk sUrvlval danl kelangsungan keseluruhan 
masyarakat di dalam ekosistem yang bersan~kut~n sepanjang masa. Dengan 
demikian. dalam pengelolaao suatu DAS mau tidak mau harus 
memperhatikan tiga hal penting . yaitu fisiko biologi, dan manusia. Manusia 
adalah pelaku yang memiltki peran sangat sentrai dalam keberlangsungan 
suatu DAS. Tulisan ini mencoba mengungkap upaya konservasi di daerah 
lahan kering, khususnya di Cimanuk Hulu. 

3. UPAYA KONSERVASI: PENGALAMAN DAS CIMANUK HULU 
a. Gambaran Umum Wilayah DAS Cimanuk Hulu 

Daerah AJiran Sung3J (DAS) Cimanuk termasuk salah satu DAS 
terpenting di Jawa Sara! KondlSJ DAS ini sangat berpengaruh terhadap 
Sungai Cimanuk yang membentang mulai dari Kabupaten Garut. Sumedang. 
Majalengka, dan Indramayv Wtlayah DAS Cimanuk secara total meliputi 
wilayah seluas375200 ha. namun DAS Crmanuk Hulu sendi;; mencakup 
wilayah seluas 144.452 ha yar,g tersebar di uga wilayah kabupaten, yaitu 
Garut (79.59%) , Sumedang ((15.30%). dan Sandung (1,11%) (SRLKT. 1995 
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dikutip oleh Mugniesjah At al., 1997}. Secara administrasi, wilayah DAS 
Cimanuk Hulu mencakup ~~ilayah 15 kecamatan di Kab. Garut, 4 kecamatan 
di Kab. Sumedang dan 1 kecamatan di Kab. Bandung. 

Penggunaan lahan di DAS Cimanuk Hulu sebagian besar untuk 
lahan pertanian, yakni berupa pertanian lahan kering dan sawah berturut­
turut seluas 41.467 ha dan 39.557 ha. Hutan, kebun, dan permukiman juga 
mengambillahan yang cukup luas. Luas lahan berupa hutan seluas 25.165 
ha, kebun campuran 14.813 ha, dan permukiman seluas 10.181 ha (BRLKT, 
1995 dikutip oleh Mugniesjah et al., 1997). 

Wilayah g8omorfik DAS Cimanuk Hulu sebagian besar terdiri atas 
daerah lJerbukit dan bergunung yang dikelilingi oleh sejumlah gunung berapi. 
Keadaan topografinya didominasi lereng dengan kemiringan antara 15% 
sampai lebih dari 60% yang mencakup wilayah seluas 78.380 ha atau 
54% dari luas areal total. Kemiringan lahan yang demikian merupakan hal 
yang sangat potensial ~ntuk terjadinya erosi. Apalagi pada kemiringan lebih 
dari 40% ma~:~ bc;oyak lahan yang dibl,didayakan petani secara intensif , 
untuk tanaman p~r]gan atau hortikultura (semusim) tanpa 
mempertimbangkan atau mem~rhatikan praktek-praktek konservasi tanah 
(Sadono et al., 1997). , 

Di DAS CimailUk Hulu masih terdapat lebih dari 60 ribu ha lahan 
kritis dengan produktivitCls rendah serta tingkat erosi dan sedimentasi yang 
cukup tinggi. Erosi tanah di daerah t<.ngkapan yang direncanakan untuk 
Ber,dungan Jatigede (Wilayah Kab Sumedang) in! sebesar 28.26 jula 
ton/tahun atau sebesar 190 lonlhaJtahun. Hal ini akan sang at 
membahayakan kelang~ungan sumberdaya di wilayah tersebut dan di 
wilayah hilir. Itu sebabnya. pada ta:!un 1995 DAS Cimanuk Hulu telah 
ditetapkan sebagai salah satu DAS super prioritas di Indonesia untuk segera 
cJitangani (BRLKT, 1995 dikutip Mugniesjah et al., 1997). 

b. Program RLKT di DAS Cimanuk Hulu 
Meningkatnya permasalahan-permasalahan usahatani di lahan 

kering tersebut di alas. sebenamya telah menggugah pemerintah Indonesia 
untuk melakukan program-program konservasi lahan pada tahun 1970-an 
(World Bank, 1994). Di DAS Cimanuk Hulu, proyek penghijauan dan 
reboisasi telah diselenggarakan sejak tahun 1970-an melalui gerakan 'rak­
gantang' (Gerakan Gandrung Tantangkalan) (Mugniesjah et a/ .. , 1997) . 
Program RLKT yang diintroduksikan kepada masyarakat pertanian lahan 
kering di DAS Cimarouk Hulu diberikan berupa bantuan penghijauan dan 
reboisasi, yang sekarang dikendl dengan proyek UP-UPSA disertai 
kOfTlponen- komponen lain berupa pembuCltan Kebun Sibit Desa beserta 
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kelompok yang mendukungnya, pembuatan terasering, pemtuatan 
bangunan konservasi tanah seperti pembuatan Saluran Pembuangan Air 
(SPA), rehabilitasi teras, Dam Penge"dali dan Dam Pengaman jurang, sertil 
reboisasi dengan tan E.,nan jengkol, alpukat dan tanaman keras lainnya 
kepada masyarakat petani tji sebagian ~esar desa-desa kasus. Demikian 
pula hutan tanaman rebo:sasi dan penghijauan areai rlampak dan 
penghijauan swadaya. Kepada para tokoh masyarakat retani y;mg di 
desanya diselenggarakan PIL, mereka diberikan pclatihan program 
penghijauan yang diadakan di Balai Pelatihan Sub· Balai RLKT di 
Malangbong, Kabupaten Garu!. · 

Setelah berjalan cukup lama,perkembangan keberllasilan proyek­
proyek penghijauan dan reboisasi tahun 1976/1977 sampai dengan 
1991/1992 (EXSA 1995) dapal disimpulk2n bahwa program tersebut belum 
berhasil secara maksimal. Dalam proyek Dam Pengendali dan Dam 
Penahan Erosi, di Kabupaten Garut relatif lebih berhasil dimana jumlah unit 
proyek yang berfungsi masing-masing lebih dari 65%. Semen tara untuk 
kegiatan UP-UPSA dan Hutan Tanaman Inpres Reboisasi, di f\abupalen 
Sumedang relatif lebih lebih berhasil, masing- masing 46,60% dan 59,54% 
dibanding di Garut sebesar 21,93% dan 44,20%. 

c, Persepsi Petani terhadap Kondisi Lingr.ungannya 
Petani di daerah lahan kering r.":Gnggambarkan bahwa kondisi 

lingkungannya (pohon-pohonan, air, hutan, kesuburan tanah) pada dekade 
60-an lebih baik bila dibandingkan dengan kondisi saat ini (Gam bar 1). 
Menurut penduduk, hal ters~but berkaitan dengan jumlah penducuk yang 
semakin meningk3t di semua desa di daerah lahan kering. Kondis: tersebut 
diperkuat dengan adanya penggantian status hutan alam me:ljadi hutan 
produksi (tanaman hutan diganti dengan pohon pinus) pad a dekade 70-an. 
Penduduk menilai, ketersediClan air beikurang karena debit air d; mata air 
yang umumnya ada di hutan berkurang. Seme~tara sebagian besar 
penduduk di daerah tersebut mengandalkan kebutuhan airnya dari sumber 
mata air, baik untuk kepE:rluan sehari-hari ~maupun untuk keperluan 
pertaniannya. 

Hulan menurut masyar akat juga berfungsi untuk menyimpan air 
ketika musim r.ujan datang. Penggantian ta'laman hulan dengar pohon 
pinus; dinilai tidak dapat menyimpan air. Caah (air deras/banjir lewat) di 
beberapa kampung di Desa Sukakarya pad a dekade 80-an merupakan salah 
satu akibat penggantian status hutan di sekitar kampung, mereka. 
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Gb 1. Persepsi Ma3yarakat tentang Kondisi Lingkungannya 
Sur,lber: Sadono et aI, 1997 

d. Persepsi Petani dalam Program UPSA 
Hasil per,elitian Mugniesjah et al. (1997) menunjukkan bahwa 

program penghijauan berupc: pembuatan persemaian, pembuatan 
hutanlkebun rakyat dar penghijauan lingkungan - baik secara perorangan 
mc.upun kelompok - secara kuantltas men.ngkat, namun belum diikuti secara 
kualitas. Oalam pembu~tan terasenng . petani di beberapa' desa membuatnya 
dengan ticiak mengikui1 gans kontur dan umumnya belum menanaminya 
dengan rumputltan2man penguat teras. Oemikian pula halnya dalam hal 
pembuatan SPA dan le~unan air , belum mengikuti standar teknis. 

Meskipun upaya-upaya penghijauan telah lama dilakukan namun 
demikian, I;esinambungan proyek ini belum menunjukkan hasil nyata. Oi 
beberilpa desa kasus, pembuatan t3rasering telah rusak karena tidak 
dipelihara atau bahf-an dlrusak oleh penduduk yang menjadi peserta 
~elompok UP-UPSA (Unit Percontohan Usaha Pelestarian Sumberdaya 
Alam). Hal ini tampakr,ya berhubun£an dengan persepsi petani peserta 
menganggap bahwa pembuatan terasering kurang menguntungkan dilihat 
dari peningkatan outp'Jt. bahkan dlanggap mengurangi luas bidang olah yang 
bisa ditanami Petani di daerah hor1lkultura menyatakan bahwa berdasarkan 
pengalamar, pembuatan terasenng dianggap akan menyebabkan 
tergenangnya air dan mengaklbatkan umbi ken tang atau tanaman 
hortikultura lainnya yang mereka tanrJm akan membusuk (Sadono et al., 
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1997). Masuknya tanama., sayur-sayuran yang marak pada t2hun 90-an. 
telah meryebabkan pem::lnfaatan lahan yang semakin inter.sif. Pohon­
pohonan di perbukitan ditebangi untuk digantikan tanan lan sayuran. bahkan 
untuk bukit yang cukup terjal. Meskipun de.llikian. di beberapa dEsa tampak 
bahwa bangunan teras dan tanaman penguat teras cukup terpelihara. Ini 
terutama tampak pada desa-desa dengan pengusahaan tanaman campuran 
antara tanaman hortikultura don palawija. Tampaklah bahwa I<omersialisasi 
produksi (commercialization of production). din lana tujuan-tujuan produksi 
pertanian adalah untuk dijual ke pasar {Iokal atau ekspor) telah 
menyebabkan tindakan petani untuk mengeksploitasi sumberdaya lahan. 
Upaya-upaya komersialisasi ini sangat bertentangan dengan fi1osofi produksi 
pertanian di lahan kering pada periode-perioce sebelumnya yang le~fn 

mengutamakan pemenuhan kebutuhan pangan keluarga. 
Sekalipun wan ita tidak menjadi kelompok sasaran secara lang sung 

dari program RLKT. namun dari 'berbagai forum diskusi selama PRJ'. 
(Participation Rural Appraisa0 dilangsungkan. diketahui bahwa kesadaian 
dan pengetahuan petani akall pentingnya us~ha konservasi lahan dan usaha 
tani berkelanjutan sudah cukup baik. Hel ini terlihat dari pengetahuan mereka 
yang mengetahui dengan baik sebab-sebab terjadinya lahan ·kritis' (erosi 
lahanfjurang) . dan mengetahui kegunaan penghijauan baik bagi 
kesejahteraan mereka (pendapatan) maupun bagi pemeliharaan kualitas 
lingkungan hidup mereka. Mereka juga mampu menunjul<'kan bahwa 
ditempaVkampung tertentu di desa mereka terdilpat tempat yang tidak 
longsor karen a adanya tanaman/pohon yang menahan :ongsomya tane:.h . 

Pengetahuan petani, baik pria maupun wanlta. ten tang jenis 
tanaman penghijalJan juga tidak jauh berbeda. Hamplr di semua des a kasus, 
wanita dapat merino sebagian besar nama jenis tanaman penghijauan yang 
disebut pria, seperti pinus, suren, kaliandra, afrika, mahoni, tisuk, alpukat, 
nangka, mindi, san in ten dan sebagainY2. 

e. Permasalahan Upaya Konservasi 
Peserta PRA, pria dan wanita pada semua lapisan masyarakat 

mengatakan bahwa mereka sebenamya mau saja menanam tznaman yang 
dianjurkan untuk mencegah terjadinya erosi, namun mereKa dihadapkan 
pada permasalahan (Gambar 2). Pertama, bibit tanaman yangmereka tanam 
seringkali "hilang', antara lain karena ·disabir untuk pakan temak, terinjak 
pejalan kaki, terinjak atau dimakan hama babi. Kedua, banyak petemak yang 
mengambil daun tanaman kayu-kayuan (seperti 1lbasia) yang sudah besar 
dengan cara kurang baik seringga merusak pertumbuhan pohonnya, bahkan 
jika kebunnya jauh, kayu tersebut tidak bisa dioanen karen a sudah ada yang 
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rr,enebangnya. Ketiga, tanaman kayu-kayuan berakar besar dapat 
mempengaruhi pertumbJhan tanaman hortikultura yang ditanam de kat 
pohon tersebut. Keempat, tajul: pohon akan menaungi tanaman 
semusim/hortikuitllfa baik yang ada di lahan usahatani mereka sendiri 
maupun orang lain dan dapat menimbulkan konflik dengan pemilik lahan 
sebelahnya. 

Keberianjutan pertanian lahan kering juga terancam dengan 
meningkatnya kelangkaan sumber/mata air. Oec;a-desa di daerah lahan 
kering, tergolong miskin akan sumber air yang dapat digunakan baik untuk 
pertanian maupun untuk memenuhi 

Air berkurang 

Perubahan jenis pohon 
di hutan (tanam.m hutan 
alam jadi pinus) 

[ Kolam semakin banyak 

Penduduk meningkat Lahan terbatas 

I Tanah carik disewa I 

Tidak ada terasering 

t 
Persepsi masyarakat .. 
mengttrangi luas . tanah 
menambah tenaga kerja 

Erosi 
(Tanah pasir) 

Cambar 2. Bagan Permasalahan di Oesa-desa Lahan Kering 
Sumber: Sadono et al., 1997. 
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kebutuhan dasar penduduk (domestik). Meningkatnya sumber/mata air yang 
tidak berfungsi menurut petani berhubungan dengan meletusnya Gunung 
Galunggung, sekalipun letusan tersebut juga diyakini pe~a'li membaVia 
berkah pada meningkatnya kesuburan lahan usahatani m~reka. Kelangka3n 
air juga cenderung meningkat setelah hutan produksi milik Perum Perhutani 
memproduksi kayu pinus untuk komoditi ekspor. 3ahkan penduduk 
mengatakan bahwa di beberapa lokasi, hutan pinus mengeringkan atau 
"mematikan" sumber/mata air karena setelah tanaman hutan diganti pohon 
pinus terjadi pengurangan debit C1ir yang cukup berarti (Sadono et al., 1997). 
Permasalahan klise tetapi cukup mendasar yang ada pada sUb-Balai RLKT 
atau kini Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah ( Dinas F'KT) adalah 
rendahnya frekwensi dan intensitas penyuluhan (pembentukan kelompok tani 
tergesa-gesa, sosialisasi program terb2tas, dan lain-lain) serta monitoring 
dan evaluasi oleh petuga~ penyuluh. Masyarakat menyebutnya 'ceb-cul" ( 
setelah ditanam, PLP tidak muncul-munc'JI lagi). Hal ini menurunkan 
semangat petani dalam pemeliharaan tanaman penghijauan. 

4. MENUJU UPAYA KONSERVASI YANG BERKELANJUTAN 
Manusia menempati faktor sentral cialam upaya pen~eloalaan DAS 

yang lestari. 'Namun dalam kenyataannya faktor manusi? (sebagai subyek 
dan pemanfaat program) masih sering diabaikan. Dalam upaya pengelolaan 
DAS yang lestari tersebut, salah satu hal yang harus dilakukan adalah 
memikirkan bagaimana agar manusia dapat hidup layak tan;Ja harus mer~sak 
lingkungan. Dalam hal ini, mereka yang tinggal di wilayah DAS tersebut harus 
dilibatkan dalam menentukan ap.a yang cocok dan layak untuk hajat hidupnya 
dengan memanfaatkan lingkungannya (hutan, lahan pertanian, air, dan 
sungai) secara positif. 

Dari upaya konservasi di DAS Cimanuk Hulu dapat diambil 
pelajaran penting untuk menunjang proyek penghijauan yang berkelanjutan, 
yaitu perlunya melibatkan partisipasi aktif petani dalam program 
pembangunan, melalui proses komunikasi yang .baik (efektiD yaitu model 
komunikasi konvergen yang berciri dialogis, partisipatif, dan kesetaraan 
(Sumardjo, 1999). Pemerintah selaku regulator harus dapat 
mengkomunikasikan program-programnya dengan baik kepad3 masyarakat 
yang hidup di lingkungan DAS tersebut dan mampu menangkap keinginan 
masyarakatnya. Jika tidak terjadi kornunikasi yang baik (efektiD antara 
pemerintah dan rakyat, akan dapat menyebabkan terjadinya kesalahan 
persepsi yang mengakibatkan program.penanganan da~ pengelolaan DAS 
tidak dapet berjalan dengan baik atau tidak lestari. 
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Pd,li:;ifJclsi menurut Cohen dan Uphoff (1977) adalah peranserta 
masyarakat dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, 
pelak~anaan, dan pemanfaatan hasil program! proyek. Masyarakat 
berpartisipasi ai<tif (tinggi) apabilC1 peranserta masyarakat tidak hanya jalam 
proses pelaksanaan dan pemanfaatan hasil tetapi juga berperanserta dalam 
proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Petani sebagai pemanfaat 
rrogram perlu dilibatkan sejak dari proses perencanaan, pengambilan 
keputusan, pelnksanaan, monitoring dan evalua5i, serta pemanfaatan hasil. 
Sebagai contoh, dalam hal penentuan jenis tanaman penghijauan maka 
pilihan tanaman hendaknya disesuaikan dengan pili han petani. Tanaman 
yang disarankan petani di Garut adalah tanaman yang kurang disukai domba, 
tajuknya tidak terlalu menaungi lahan di bawahnya dan mempunyai nilai jual 
cukup tinggi atau kayunya baik untuk bah an bangunan. Tanaman yang 
bun yak disebut adalah kalites (eucaliptus), afrika, dan suren. Dari kalangan 
wanita muncul tanaman lain selain yang disebutkan di atas yang disarankan 
yaitu tanaman alpukat karen a setiap tahun dapat menghasilkan. Berkaitan 
dengan waktu tar.am, pohon penghijauan hendaknya ditanam pada musim 
hujan sehingga tidak mati kekeringan ~ada awal pertumbuhannya. 

Berkaitan dengan sasaran penyuluhan, sasaran tidak hanya petani 
tetapi juga para peternak d.an sosialisasinya tidak dilakukan secara tergesa­
gesa sehingga masY3rakat paham apa tujuan dan manfaat 
konservasi!penghijauan. Program yang dilaksanakan pemerintah selama ini, 
termasuk progr'lm konservasi, dilakukan dengan pendekatan proyek 
biasanya mempunyai batas waktu pelaksanaan yang relatif sempit (terikat 
t<lhun anggaran pemerintah, 1-3 t2hun). Untuk menjaga efektivitasnya 
seringkali intervensi proyek dilakukan secara tergesa-gesa (paksaan) -
mengasumsikan nilai "jika rakyat desa dipaksa, menjadi terpaksa, dan lama­
kelamaan akan terbiasa" dengan pola bentukan dari pemerintah (Sajogyo, 
19&9; Soewardi, 1995), dan dikelola dengan pendekatan management by 
objective (manajerr.en keterlaksanaan proyek) (Utomo, 1998). Proyek dinilai 
dengan mengev::lluasi tingkat realisasi target, dengan cara yang paling 
mudah adalah total dana yang telah dialokasikan dalam DIP pada tahun 
anggaran yang bersangkutan. Utomo (1998) melihat bahwa dewasa ini dalam 
~elaksanaan program-program pembangunan makin mendesak perlunya 
melakukan pengendalian r.lelalui management by process yang mempunyai 
kelebih2n yaitu mampu mendeteksi gejala-gejala yang menyimpang 
(kesalahan prosedur),. Cara pE:ngendalian seperti ini tidak hanya bergantung 
kepada eV31uasi akhir (post-facto evaluation) melainkan melalui suatu 
evaluasi proses yanQ'sedang berjalan (on-going evaluation) . 
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Selama ini dalam pelaksaflaan program konservasi d2n 
~engelolaan DAS, khususnya pada jalur government dari pusat sampai 
tJngkat lokal dan kelo~po~ tani, hubungan yang muncul um:Jmnya berupa 
bentuk ~ubungan vertlkal-Jnstruksional dan dengan partisipasi yang semlJ 
(Kolopaklng dan Tonny, 1994). Dalam ~embentukan keiompok kelompo~ 
yang terbentuk ~ukan alas kesadaran masyarakat sendiri tetapi ata~ 
bentukan. peme(Jntah/penyuluh dan tergesa-gesa, seringkali gagal 
menghasllkan kemandirian pemanfaat program. Pemb8ntukan kelompok 
y~ng tergesa-gesa dan tanpa sosialisasi yany memadai, ~etapi lebih 
dlmaksudkan untuk mengejar waktu pengucuran dana proyek lerbukti tidck 
akan mampu untuk menumbuhkan kepentingcm bersarna dan rasa 
ke~emilikan bersama (Maolidah, 2001; Pusat P3R-YAE, 2000). Kelompok­
k.elompok bentukan baru untuk kepentingan proyek -- yang dibuat secara 
tergesa-gesa - aktivitasnya akan sangat mengandalkan aktivit3s pengurus. 
Jika pengurusnya tidak aktif maka kelompok akan bubar, <:tau tinggal nama 
saja. Pada kelompok yang pengurusnya aktif, maka kebertanjutan kelompok 
akan tetap dapat dipertaharkan. Namun seringkali, pemimpin kelompok ini 
gagal mer"bangun sistem kepemimpinan modern sehingga mempersulit 
pengontrolan oleh anggota serta tidak adanya penyiapan kaderisasi 
menyebabkan kelompo'j( akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya 
pengurus tersebut. 
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